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ABSTRACT 
 
This thesis discusses the legal force certificate as evidence in land dispute resolution 
(studies in Pontianak Administrative Court). From the results of research using normative 
legal research can be concluded that: Object Land dispute with the issuance of certificates of 
double / overlapping is strong evidence in the case of state administration in the 
Administrative Court Pontianak No. 20 / G / 2011 / PTUN-CAR is due to granting new rights 
by the Land Office of Pontianak City through the implementation of land registration 
systematically carried out by the Committee of Adjudication, which in practice is found to be 
a violation of the duties and authority of the Committee of Adjudication, in the process of 
issuing certificates -sertifikat Hak No. 02 131 s / d 02 172 and 02 191, the inaccuracy and 
ketidaktelitiannya in checking and examining the data of physical and juridical data either 
directly on the ground and in terms of the investigation history of the land and the 
assessment of truth evidence of ownership or control of land by checking warkah in Land 
Office Pontianak.Pertimbangan law judge Administrative Court in resolving disputes double 
certificate (overlapping) is in accordance with the applicable legislation that is based on the 
provisions of the Agrarian law, the issuance of certificates Hak No. 02 131 s / d 02 172 and 
02 191 legally not guarantee legal certainty, it is contrary to the purpose of the land 
registration according to the BAL and PP 24/1997, whereas under the provisions of the law 
of the State Administration that Hak Hak No. 02 131 s / d 02 172 and 02 191 which is an 
administrative decision, (National Land Agency) is legally flawed, because it was published 
contrary to the general principles of governance Yanga well, namely the principle of 
accuracy and the principle of legal certainty (Article 53 paragraph (2) letter a Law No. 
5/1986). Recommendations Should publicity principle is applied in land registration by the 
Committee of Adjudication in this case the implementation of the announcement is not 
limited to the Village Office Siantan Upper and Base Camp Committee of Adjudication, but 
also performed at the level of RT, RW as well as through the mass media, so as to reach out 
to the interests of the parties The third related to the holding as a result of registration of the 
land, so that in the event of an objection may be filed as early as possible prior to the 
issuance of certificates already double / overlapping.Mengingat still many areas that have 
not made the map essence, the basic map-making in an area of the village / town needs to 
be conducted through enhanced implementation of the land registry the first time in a 
systematic manner to implement Certification Program Bulk Organization Program (SMS) is 
the implementation of land registration in a systematic but implemented with the self at the 
expense and initiative of the owners of land to be registered, and that organizing is the Land 
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Office City / County is concerned, instead of the Adjudication Committee, and thus can avoid 
double certificates / overlapping. 
Keywords: certificate of legal force 'in the resolution of land disputes. 
 
 
ABSTRAK 
Tesis ini membahas kekuatan hukum sertifikat sebagai alat bukti dalam penyelesaian 
sengketa tanah (studi di PTUN Pontianak). Dari hasil penelitian menggunakan metode 
penelitian hukum normatif diperoleh kesimpulan, bahwa : Objek sengketa Tanah dengan 
terbitnya sertifikat ganda/overlapping merupakan alat bukti yang kuat dalam perkara 
tata usaha negara di PTUN Pontianak No. 20/G/2011/PTUN-PTK yaitu karena 
adanya pemberian hak baru oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak dengan melalui 
penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematik yang dilaksanakan oleh Panitia 
Ajudikasi, yang dalam pelaksanaannya didapati adanya pelanggaran terhadap tugas 
dan wewenang Panitia Ajudikasi, dalam proses penerbitan sertifikat-sertifikat Hak Milik 
No. 02131 s/d 02172, dan 02191, yaitu ketidakcermatan dan ketidaktelitiannya dalam 
memeriksa dan meneliti data-data fisik dan data yuridis baik secara langsung di 
lapangan maupun dalam hal penyelidikan riwayat tanah dan penilaian kebenaran alat 
bukti pemilikan atau penguasaan tanah melalui pengecekan warkah yang ada di Kantor 
Pertanahan Kota Pontianak.Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tata Usaha 
Negara dalam menyelesaikan sengketa sertifikat ganda (overlapping) ini sudah sesuai 
dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan ketentuan hukum Agraria, 
penerbitan sertifikat-sertifikat Hak Milik No. 02131 s/d 02172, dan 02191 secara yuridis 
tidak menjamin adanya kepastian hukum, hal ini bertentangan dengan tujuan 
diadakannya pendaftaran tanah menurut UUPA dan PP 24/1997, sedangkan 
berdasarkan ketentuan hukum Tata Usaha Negara bahwa sertifikat Hak Hak Milik No. 
02131 s/d 02172, dan 02191 yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, (Badan 
Pertanahan Nasional) adalah cacat hukum, karena diterbitkan bertentangan dengan 
asas umum pemerintahan yanga baik yaitu asas kecermatan dan asas kepastian hukum 
(Pasal 53 ayat (2) huruf a UU No. 5/1986).Rekomendasi Hendaknya asas publisitas 
yang diterapkan dalam pendaftaran tanah oleh Panitia Ajudikasi dalam perkara ini 
pelaksanaan pengumuman tidak hanya terbatas di Kantor Kelurahan Siantan Hulu dan 
Base Camp Panitia Ajudikasi, namun juga dilakukan di tingkat RT, RW maupun melalui 
mass media massa, sehingga dapat menjangkau kepentingan pihak ketiga yang terkait 
dengan akibat diadakannya pendaftaran tanah tersebut, sehingga apabila terjadi 
keberatan dapat diajukan sedini mungkin sebelum terlanjur diterbitkannya sertifikat-
sertifikat ganda/overlapping.Mengingat masih banyaknya daerah yang belum dibuat 
peta dasarnya, maka pembuatan peta dasar dalam suatu wilayah desa/kota perlu 
segera dilakukan melalui peningkatan pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali 
secara sistematik dengan cara melaksanakan program Sertifikasi Massal Swadaya 
(Program SMS) yaitu pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik tetapi 
dilaksanakan dengan swadaya atas biaya dan inisiatif dari para pemilik bidang tanah 
yang akan didaftar, dan yang menyelenggarakan adalah Kantor Pertanahan 
Kota/Kabupaten yang bersangkutan, bukan Panitia Ajudikasi, sehingga dengan 
demikian dapat menghindari adanya sertifikat ganda/overlapping. 
Kata Kunci: Kekuatan hukum sertifikat’ dalam penyelesaian sengketa tanah.   
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Latar Belakang Penelitian 
Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, 
maka di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa 
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ketentuan 
mengenai tanah juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang 
biasa disebut dengan UUPA.  
Kebijakan pertanahan didasarkan atas pokok-pokok ketentuan yang 
termuat dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang merupakan prinsip-
prinsip dasar hukum tanah nasional. Bangsa Indonesia masih meyakini relevansi 
UU Nomor 5 Tahun 1960 dengan tuntutan jaman dan tuntutan reformasi, 
mengingat UU Nomor 5 Tahun 1960 masih sarat dengan semangat dan amanat 
untuk menciptakan keadilan di bidang pertanahan serta mengutamakan 
masyarakat dari golongan lemah. Hal ini dapat dilihat dari visi dan misi UUPA, 
yakni: 
1. Unifikasi hukum pertanahan nasional sekaligus membangun hukum 
pertanahan nasional; 
2. Penataan penguasaan dan pemilikan tanah (reformasi penataan penguasaan 
tanah); 
3. Penataan pengunaan tanah (penataan dan penyediaan tanah untuk 
pembangunan yang memberikan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat); 
4. Penataan pemberian hak atas tanah; dan  
5. Penataan administrasi pertanahan (Hasan Basri Durin, 2002: 67). 
 
Kelima misi tersebut harus dilaksanakan secara terpadu agar catur tertib 
pertanahan dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat terwujud. Oleh 
karena itu apabila dewasa ini terdapat kondisi pelayanan pertanahan yang tidak 
sesuai dengan keadilan dan tidak mengutamakan masyarakat banyak, maka hal 
tersebut menyimpang dari semangat dan jiwa UUPA. Sehubungan dengan itu, 
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maka kebijakan pokok dalam melaksanakan amanat UUPA yang menagtur agar 
tanah dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat harus 
diluruskan kembali sesuai dengan jwa dan semangat UUPA yang populis 
tersebut. 
Secara substansi UUPA menempati posisi yang strategis dalam sistem 
hukum nasional di Indonesia. Kestrategisan tersebut antara lain disebabkan 
UUPA mengandung nilai-nilai kerakyatan dan amanat untuk menyelenggarakan 
hidup dan kehidupan yang berprikemanusiaan dan berkeadilan sosial. Hal 
tersebut  dapat dilihat antara lain dari kandungan UUPA yang bermakna: 
1. tanah dalam tataran yang paling tinggi dikuasai negara dan digunakan untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakta; 
2. pemilikan/penguasaan tanah yang berlebihan tidak dibenarkan; 
3. tanah bukanlah komoditi ekonomi biasa, oleh sebab itu tanah tidak boleh 
diperdagangkan, semata-mata untuk mencari keuntungan; 
4. setiap warga negara yang memiliki/menguasai tanah diwajibkan mengerjakan 
sendiri tanahnya, menjaga dan memeliharanya, sesuai dengan asas 
kelestarian kualitas lingkungan hidup dan produktivitas sumber daya alam; 
dan 
5.  hukum adat atas tanah diakui sepanjang memenuhi persyaratan tertentu 
(Lutfi Ibrahim Nasoetion, 2002: 76). 
 
Hak-hak rakyat atas tanah perlu diperkuat, bukan saja untuk 
ketentraman, tetapi yang lebih penting adalah melindungi hak-hak mereka itu 
dari tekanan-tekanan pihak ekonomi kuat yang ingin mengambil/membeli tanah 
untuk kepentingan investasi. Pada masa orde baru, kebijakan-kebijakan 
pengaturan penguasaan tanah yang dilakukan dirasakan tidak adil. Pada masa 
itu pemerintah lebih banyak melayani investor dan kurang memperhatikan para 
pemilik tanah terutama para golongan ekonomi lemah (Hasan Basri Durin, 2002: 
70). 
Dengan hak atas tanah yang pasti, dapat merupakan modal utama bagi 
masyarakat dalam kegiatan ekonominya, yang pada gilirannya hal tersebut 
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sangat menentukan bagi berhasilnya upaya memberdayakan ekonomi rakyat. 
Pemikiran tersebut relevan dengan kebijaksanaan pemberdayaan ekonomi 
rakyat sebagaimana digariskan dalam Tap No. XVI/MPR/1998 tentang Politik 
Ekonomi dalam rangka demokrasi Ekonomi, yang dalam Pasal 7 dinyatakan 
bahwa: 
(1) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya harus 
dilaksanakan secara adil dengan menghilangkan segala bentuk pemusatan 
penguasaan dan pemilikan dalam rangka pengembangan kemampuan 
ekonomi usaha kecil, menengah dan koperasi serta masyarakat luas. 
(2) Tanah sebagai basis usaha pertanian harus diutamakan penggunaannya 
bagi pertumbuhan pertanian rakyat yang mampu melibatkan serta memberi 
sebesar-besarnya kemakmuran bagi usaha tani kecil, menengah dan 
koperasi. 
 
Sejalan dengan usaha-usaha untuk memberikan perlindungan dan 
kepastian hukum hak kepemilikan atas tanah serta dalam rangka reformasi 
pendaftaran tanah, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai pengganti Peraturan 
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 
UUPA yang menyatakan: 
(1)  Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran 
tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan 
yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
(2)  Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: 
a.  pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; 
b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; 
c.  pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat. 
(3)  Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara 
dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan 
penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria. 
 
Dengan demikian reformasi pendaftaran tanah merupakan landasan 
hukum untuk melaksanakan amanat UUPA. Reformasi pendaftaran tanah ini 
sangat penting mengingat bahwa di Indonesia salah satu penyebab timbulnya 
masalah pertanahan sebagian besar disebabkan karena belum terdaftarnya 
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tanah-tanah. Dari sekitar 55 juta bidang tanah saat ini, yang diperkirakan akan 
berkembang menjadi 75 juta bidang pada akhir Pembangunan Jangka Panjang II 
tahun 2018, baru sekitar sepertiganya yang telah didaftar sejak jaman kolonial 
Belanda dulu (Hasan Basri Durin, 2002: 72). 
Menyadari hal tersebut di atas, Badan pertanahan Nasional (BPN) 
bertekad untuk mengerahkan tanaga-tenaga bukan hanya dari BPN sendiri, 
tetapi juga dari pihak swasta. Ini semua dilakukan sehubungan dengan tugas 
dan fungsi BPN dalam pelayanan publik yang merasa terpanggil untuk ikut 
mengantisipasi perkembangan jaman, seiring dengan tuntutan reformasi untuk 
bersikap responsif dan antisipatif terhadap keadaan yang sedang berlangsung. 
Sebagai konsekuensi dari pendaftaran tanah, maka diterbitkan sertifikat 
tanah sebagai bukti kepemilikan tanah. Sertifikat adalah buku tanah dan surat 
ukurnya setelah dijilid menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul 
yang bentuknya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 
Dengan demikian bahwa sertifikat tanah merupakan salah satu 
Keputusan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 1 point 3 Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 
2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dirumuskan defenisi keputusan, 
yaitu suatu penetapan tertulis  yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata 
Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum tata Usaha Negara yang berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, 
dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum 
Perdata. 
Dengan demikian sertifikat tanah merupakan alas hak atas kepemilikan 
sebidang tanah. Dengan memiliki sertifikat tanah berarti seseorang atau suatu 
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badan hukum memiliki bukti yang kuat atas sebidang tanah tersebut. Namun 
dalam kenyataannya banyak sertifikat tanah yang digugat (sengketa hukum), 
karena dianggap pemilik hak atas tanah yang namanya tercantum dalam 
sertifikat tanah tersebut tidak berhak atau ada pihak lain yang lebih berhak atas 
sebidang tanah dibandingkan dengan pihak yang tercantum dalam sertifikat 
tanah tersebut. 
Timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak 
(orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik 
terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat 
memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
Mengingat bahwa sertifikat atas tanah merupakan keputusan tata usaha 
negara, maka gugatan diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata 
Usaha Negara (PTUN) Pontianak cukup banyak menangani perkara gugatan 
yang terkait dengan sertifikat tanah. Pada tahun 2007 terdapat 46 kasus/perkara 
yang diajukan ke PTUN Pontianak, tahun 2008 terdapat 66 kasus/perkara dan 
pada tahun 2009 ini sudah terdapat 22 kasus/perkara (data kasus/perkara 
didapat di PTUN Pontianak). 
Dalam penyelesaian sengketa tanah (sertifikat tanah) di PTUN, sertifikat 
tanah sebagai alat bukti memegang peranan penting, karena sertifikat tanah 
merupakan produk keputusan tata usaha negara, berarti sertifikat memiliki 
kekuatan hukum yang kuat. Namun dalam kenyataannya banyak sertifikat tanah 
yang dibatalkan artinya penggugat dimenangkan atau gugatannya dikabulkan 
baik sebagian maupun seluruhnya, dengan demikian kekuatan sertifikat sebagai 
alat bukti dalam penyelesaian sengketa tanah adalah tidak mutlak 
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Uraian di atas menarik minat penulis untuk mengkaji secara mendalam 
terhadap masalah ini dalam bentuk penelitian tesis dengan judul: KEKUATAN 
HUKUM SERTIFIKAT SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA 
TANAH (STUDI DI PTUN PONTIANAK).    
 
 
Perumusan Masalah 
Berpijak dari uraian pada latar belakang penelitian sebagaimana 
tersebut di  atas,  dapat  dirumuskan  masalah  dalam  penelitian ini, yaitu: 
1. Apakah sertifikat atas tanah yang dijadikan objek sengketa merupakan alat 
bukti yang kuat dalam perkara tata usaha negara di PTUN Pontianak?  
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pembatalan sertifikat tanah oleh 
Pengadilan Tata Usaha Negara? 
Pembahasan 
. Kekuatan pembuktian  sertifikat atas tanah yang dijadikan objek sengketa 
tata usaha negara di PTUN Pontianak. 
Kepemilikan dokumen ganda dapat terjadi ketika penerbitan girik atau 
sertipikat tidak konsisten dengan UUPA. Peraturan hukum itu mensyaratkan 
adanya sertipikat tanah dalam setiap transaksi jual beli tanah. Girik tidak dapat 
dijadikan bukti jual beli tanah karena merupakan bukti pembayaran pajak bumi 
dan bangunan. Namun banyak girik atau surat garapan tanah dijadikan alat bukti 
kepemilikan yang sah. Sebagai contoh Kasus Posisi Sengketa Sertifikat 
Ganda/Overlapping Di Kelurahan Siantan hulu kecamatan Pontianak Utara , 
Kota Pontianak Dalam Putusan No. 20/G/2011/PTUN-PTK. 
Pihak-Pihak Yang Berperkara Dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor 
20/G/2011/PTUN-PTK 
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 Identitas Penggugat 
Zainal, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swastawan, alamat di Jalan 
Gusti Situt Mahmud RT.02/RW.11, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan 
Pontianak Utara, Kota Pontianak , dalam perkara ini diwakili oleh kuasa 
hukumnya yang bernama TATANG SURYADI, S.H, Advokat/Pengacara 
di Kabangkitan Nasional Gg. Twikora no. 5 dan berdasarkan surat kuasa 
khusus tertanggal 11 Januari  2011. 
 Identitas Tergugat 
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, berkedudukan di 
Ahmad Yani No.1 Pontianak, yang diwakili oleh : 
1. HERI PRAJITNO, S.H, jabatan Kasubsi Penyelesaian Masalah 
Pertanahan; 
2. H. FIRDAUS, S.H,MM, jabatan Kepala Seksi Hak-hak Atas 
Tanah; 
3. BAMBANG SULISTIYO, SH, jabatan Kepala sub seksi Hak-hak 
Atas Tanah; 
4. ABDUL KARIM LESMANA,SH, Jabatan staf seksi Hak-hak Atas 
tanah. 
Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Nomor : 559/600.14/61.71/IV/2011 
tanggal 05 April 2011, 
Duduk Perkara Dalam Perkara Tata Usaha Negara  Nomor 20/G/2011/PTUN-
PTK 
Dasar Gugatan Penggugat Dasar gugatan penggugat dalam perkara ini adalah 
: 
 Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Perintis 
Kemerdekaan Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak 
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dengan luas 12.885m2,  seperti ternyata dalam sertifikat Hak Milik No.65 
yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak pada tanggal 3 
September 1977, dengan batas-batas seperti diuraikan dalam gambar 
situasi No.413/1977 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan pada tanggal 1 
Maret 1977, hingga sengketa ini diajukan ke persidangan tidak pernah 
dilakukan, pencabutan terhadap Hak Milik No.65 oleh penggugat. 
 Menurut informasi yang diperoleh penggugat, Kantor Pertanahan Kota 
Pontianak pada tanggal 29 Maret 1977 telah menerbitkan 45 sertifikat 
baru atas nama orang lain, secara ganda menumpang pada sertifikat Hak 
Milik No.65 milik penggugat (data terlampir dalam putusan), dengan 
demikian kantor pertanahan kota Pontianak secara melawan hukum telah 
memberikan hak baru, sehingga pemberian hak dan penerbitan 45 
sertifikat tersebut tidak sah menurut hukum, oleh karena itu harus 
dibatalkan. Tindakan Kantor Pertanahan Kota Pontianak memutuskan 
memberikan hak baru dengan mengeluarkan 45 sertifikat tersebut 
merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan 
kepentingan penggugat, dan secara nyata menunjukan Kantor 
Pertanahan Kota Pontianak tidak melaksanakan asas-asas umum 
pemerintahan yang baik yaitu melanggar ketentuan pasal 53 ayat (2) 
huruf a dan huruf c UU No. 5/1986. 
 Atas dasar hal tersebut penggugat mengajukan tuntutan: 
1. Mengabulkan tuntutan penggugat seluruhnya; 
2. Menyatakan tidak sah dan/atau batal 45 sertifikat tanah (terlampir) 
yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak; 
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3. Memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kota Pontianak untuk 
mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi 45 sertifikat tanah 
(terlampir dalam putusan); 
4. Menghukum Kantor Pertanahan Kota Pontianak untuk membayar biaya 
perkara. 
Jawaban Tergugat 
Jawaban Tergugat atas gugatan yang diajukan penggugat yaitu : 
1. Dalam Eksepsi ( bukan dalam pokok perkara) : 
 Gugatan penggugat seharusnya di tujukan kepada 
Pengadilan Negeri Pontianak bukan kepada Pengadilan 
Tata Usaha Negara Pontianak karena yang disengketakan 
bukan perbuatan tergugat menerbitkan Keputusan Tata 
Usaha Negara tapi merupakan sengketa kepemilikan. 
 Gugatan penggugat tidak diajukan dalam jangka waktu 
sembilan puluh hari seperti ketentuan dalam pasal 55 UU 
5/1986 
 Tindakan tergugat menerbitkan 45 sertifikat telah 
memenuhi asas publisitas dengan mengumumkan selama 
30 hari di Kantor Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan 
Pontianak Utara, Kota Pontianak dan telah ditetapkan 
dalam berita acara tanggal 10 Maret 1997. 
2. Dalam Pokok Perkara 
 Tindakan Tergugat untuk menerbitkan 45 sertifikat Hak 
Milik (SHM No. 2131 s/d 2172, 2191, 3418,3419/ 
Kelurahan Siantan Hulu) didasarkan atas peraturan 
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Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang penyelenggaraan 
pendaftaran Tanah secara sistematik. 
 Telah dilakukan penelitian data fisik maupun data yuridis 
berdasar ketentuan dalam PMNA/KBPN No. 
3. Tahun 1997 terhadap tindakan tergugat dalam menerbitkan 45 
sertifikat Hak Milik tersebut, sehingga telah memenuhi asas 
kecermatan formal dan material. 
Berdasarkan hal tersebut tergugat mohon agar Majelis Hakim 
memutuskan : 
1. Menerima semua eksepsi yang diajukan tergugat seluruhnya, 
2. Menolak secara keseluruhan dalil gugatan penggugat atau 
setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. 
Terhadap jawaban Tergugat, dalam persidangan tanggal 2 Mei 
2011 Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya 
berpegang teguh pada dalil gugatannya. Demikian pula pada 
persidangan tanggal 8 Mei 2011 Tergugat juga telah mengajukan 
duplik yang pada pokoknya berpegang teguh pada jawabannya. 
Pembuktian Dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor No. 20/G/2011/PTUN-
PTK. SMG. 
Bukti yang diajukan Penggugat 
dalam perkara ini bukti yang diajukan oleh Penggugat ada 2 macam yaitu : 
1. Bukti Surat, terdiri dari : 
a. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 65 atas nama Zainal 
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b. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak 
Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2000, atas 
nama Wajib Pajak Zainal 
c. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak 
Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2001, atas 
nama Wajib Pajak Zainal 
2. Bukti Saksi, yaitu seorang saksi bernama : FADJAR, yang 
menerangkan : 
 Saksi mengenal Penggugat karena bekerja di 
Perusahaan Milik Penggugat sejak tahun 1976 dan 
diberi tugas mengawasi tanah milik Penggugat terletak 
di Siantan, yang batas batasnya diketahui oleh saksi, 
yaitu : 
 Sebelah Timur : makam 
 Sebelah Utara : tanah kosong 
 Sebelah Barat : sungai kecil 
 Sebelah Selatan : tanah milik H. Tarno 
 Saksi mengaku pernah mengetahui ada pengukuran 
tanah diatas tanah milik Penggugat pada tahun 1996, 
lalu melaporkan pada Penggugat, setelah tanah diukur-
ukur dan diberi patok-patok, saksi juga melaporkan hal 
tersebut kepada Siantan Hulu dan hanya dijawab 
dengan perkataan ”Ya” saja. 
Bukti yang diajukan Tergugat 
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Dalam perkara ini Tergugat hanya mengajukan 1 (satu) macam 
bukti saja, yaitu : 
1. Bukti Surat, Terdiri dari : 
a. Fotocopy Buku Tanah HM No. 02131 s/d 02172, 02191, 
03418, dan 03419 (terlampir dalam putusan). 
b. Fotocopy Peta Pendaftaran Nomor Lembar 49.1.46.74-
06-04 Skala 1 : 1.000 beserta Petunjuk Lembar Peta 
dari Badan Pertanahan Nasional (Ketua Panitia 
Ajudikasi) 1101-04 tanggal 15 Oktober 1996. 
Pemeriksaan Setempat 
Dalam perkara ini pada tanggal 29 Mei 2011 telah dilakukan pemeriksaan 
di tempat yaitu di Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, 
Kota Pontianak yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat 
juga penjaga tanah di lokasi yaitu Bapak KARMIN, adapun hasil dari 
pemeriksaan di tempat yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yaitu : 
Luas tanah ± 12.885 m2, dengan batas-batas : 
 Sebelah Utara : tanah kosong (tidak diketahui pemiliknya) 
 Sebelah Selatan : tanah milik H. Tarno 
 Sebelah Barat : sungai kecil (saluran air) 
 Sebelah Timur : Makam Tionghoa 
Menurut keterangan penjaga tanah yang diserahi untuk mengawasi tanah 
tersebut yaitu bapak FADJAR, sekitar tahun 1996 dilakukan pengukuran 
oleh Petugas BPN dan beberapa orang yang dikenal oleh Saksi dengan 
mengkapling-kapling menggunakan tali rafia. 
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Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor No. 
20/G/2011/PTUN-PTK. 
Atas eksepsi Tergugat dan replik Penggugat, Majelis Hakim 
mempertimbangkan sebagai berikut : 
1. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, dalam posita maupun 
petitum gugatan, Penggugat tidak mempersoalkan masalah kepemilikan 
tanah, tetapi pada masalah penerbitan sertifikat Hak Milik No. 02131 s/d 
02172, 02191, 03418 dan 03419 yang diterbitkan menumpangi sertifikat 
Hak Milik No. 65 milik Penggugat. Demikian pula petitum gugatan 
adalah permohonan pembatalan sertifikat Hak Milik No. 02131 s/d 
02172, 02191, 03418 dan 03419 yang merupakan karakteristik dari 
Hukum Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat tentang 
kewenangan absolut pengadilan harus dinyatakan ditolak dan PTUN 
Pontianak menyatakan berwenang untuk mengadili perkara ini. 
2. Eksepsi tentang gugatan telah lewat waktu, Penggugat adalah pihak 
ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara (dalam hal 
ini sertifikat Hak Milik No. 02131 s/d 02172, 02191, 03418 dan 03419), 
sehingga perhitungan tenggang waktu menurut SEMA No. 2/1991 
dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya 
dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya 
keputusan tersebut, dalam perkara ini Penggugat baru mengetahui 
secara juridis formal keberadaan sertifikat-sertifikat yang menjadi obyek 
sengketa pada saat berlangsungnya persidangan perkara ini, sehingga 
eksepsi tentang gugatan telah lewat waktu harus dinyatakan ditolak. 
3. Eksepsi tentang gugatan kabur, eksepsi ini menyangkut tentang lokasi 
tanah yang sertifikatnya menjadi obyek sengketa apakah masuk dalam 
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wilayah Kecamatan Pontianak Timur atau Kecamatan Utara, dalam hal 
ini Majelis Hakim merujuk pada hasil pemeriksaan setempat yang 
dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2011 yang dihadiri oleh kedua belah 
pihak yang memastikan bahwa lokasi tanah yang sertifikat-sertifikatnya 
menjadi obyek sengketa perkara ini adalah benar dan sekarang 
termasuk kedalam wilayah Kecamatan Utara, yang dahulu pada tahun 
1977 saat diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 65 masuk wilayah 
Pontianak Timur, perubahan wilayah Kecamatan ini disebabkan adanya 
pengembangan Kecamatan di kota Pontianak dan bukan merupakan 
persyaratan formal yang dapat menggagalkan gugatan, oleh karena itu 
eksepsi tentang gugatan kabur harus dinyatakan ditolak. Menimbang, 
bahwa karena eksepsi Tergugat yang menyangkut hal-hal tersebut di 
atas ternyata tidak beralasan menurut hukum, maka eksepsi Tergugat 
haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya. 
Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, bantahan 
serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka yang menjadi 
pokok persoalan adalah ada atau tidaknya cacad hukum di dalam 
penerbitan sertifikat Hak Milik No. 02131 s/d 02172, 02191, 03418 dan 
03419 yang berlokasi di Siantan Hulu. 
Menimbang, bahwa tentang prosedur penerbitan sertifikat Hak 
Milik No. 02131 s/d 02172 dan 02191 yang menumpangi sertifikat Hak 
Milik No. 65 atas nama Penggugat, Majelis Hakim akan merujuk 
kepada ketentuan-ketentuan di dalam UUPA maupun Peraturan 
Pelaksanaannya seperti : PP 10 Tahun 1961, PP 24 Tahun 1997, PP 
No.36 Tahun 1998, sebagai berikut : 
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1. Bahwa penerbitan sertifikat Hak Milik No. 02131 s/d 02172 dan 
02191 di Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, 
Kota Pontianak adalah pemberian hak berdasarkan proses 
Ajudikasi, menjadi pertimbangan Majelis Hakim bahwa PP No. 24 
Tahun 1997 diundangkan pada tanggal 8 Juli 1997, dalam 
kenyataan terbitnya sertifikat-sertifikat yang menjadi obyek 
sengketa adalah 29 Maret 1997, jadi lebih dahulu terbit sertifikat 
dibandingkan peraturan yang menjadi dasarnya, padahal di dalam 
PP 24 Tahun 1997 tidak ada ketentuan yang mengatur dapat 
berlaku surutnya Peraturan Pemerintah tersebut. Selain itu, 
pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran 
tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang 
belum didaftar berdasarkan PP 10 Tahun 1961 (Pasal 1 angka 9 
PP No. 24 Tahun 1997). Mengacu dari ketentuan tersebut, Majelis 
Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar Asas 
Kecermatan dalam penerbitan sertifikat-sertifikat yang menjadi 
obyek sengketa, karena di atas lokasi tanah tersebut telah ada 
sertifikat Hak Milik No. 65 yang menurut logika hukum data-
datanya telah terdaftar atau tercatat di Kantor Pertanahan, 
sehingga tidak dapat diterima secara logika hukum apabila 
Tergugat tidak mengetahui keberadaan sertifikat Hak Milik No. 65 
atas nama Penggugat seluas kurang lebih 12. 885 meter persegi. 
2. Dengan terbitnya sertifikat Hak Milik No. 02131 s/d 02172 dan 
02191 berlokasi di Siantan hulu, tanpa adanya pencabutan atas 
sertifikat Hak Milik No. 65 atas nama Penggugat, maka di atas 
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lokasi yang sama telah terbit lebih dari satu sertifikat, sehingga 
telah terjadi pelanggaran terhadap Asas Kepastian Hukum oleh 
Tergugat. 
3. Pada saat pemeriksaan persiapan yang berlangsung tanggal 8 
April 2011 hanya hadir 10 orang dari 45 orang pemegang sertifikat 
yang dipanggil oleh PTUN Pontianak untuk diminta keterangannya, 
dari 10 orang yang hadir tersebut 6 orang yang namanya 
tercantum dalam sertifikat ternyata mengaku tidak pernah memiliki 
tanah atau sertifikat tersebut, hal ini menjadi petunjuk bagi Majelis 
Hakim akan kebenaran penerbitan sertifikat-sertifikat yang menjadi 
obyek sengketa perkara ini. 
4. Dari hasil pemeriksaan setempat ternyata sertifikat Hak Milik No. 
03418 atas nama MUJIONO, sertifikat Hak Milik No. 03419 atas 
nama SUWARTI ternyata berada di luar lokasi, sehingga harus 
dikeluarkan dari obyek sengketa perkara ini. 
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim 
memutuskan : 
Dalam Eksepsi : 
 Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat, 
Dalam Pokok Perkara : 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, 
2. Menyatakan batal keputusan Tata Usaha Negara yang 
disengketakan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor 
Pertanahan Kota Pontianak berupa sertifikat Hak Milik No. 
02131 s/d 02172 dan 02191. 
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3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut sertifikat Hak Milik 
No. 02131 s/d 02172 dan 02191. 
4. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 1.614.000,- (satu juta enam ratus empat belas ribu 
rupiah). 
 
 
Analisis Kasus 
Faktor-faktor Penyebab Terbitnya Sertifikat Ganda / Overlapping 
oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak Dalam Perkara Nomor : No. 
20/G/2011/PTUN-PTK yaitu Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) 
huruf c UUPA dan Pasal 31 serta Pasal 32 PP 24/1997, sertifikat sebagai 
surat tanda bukti hak atas tanah seseorang yang didalamnya memuat 
data fisik dan data yuridis yang telah di daftar dalam buku tanah, 
merupakan pegangan kepada pemiliknya akan bukti-bukti haknya yang 
tertulis. Oleh karenanya dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah, setiap 
satu sertifikat hak atas tanah diterbitkan untuk satu bidang tanah. 
Namun dalam perkara Nomor : No. 20/G/2011/PTUN-PTK, di atas 
sebidang tanah seluas ± 12.885 m2 yang terletak di Kelurahan Siantan 
Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak telah dilakukan dua 
kali penerbitan sertifikat Hak Milik oleh Kantor Pertanahan Pontianak, 
yaitu pada tanggal 3 September 1977 diterbitkan sertifikat Hak Milik No. 
65 atas nama Zainal, seluas ± 12.885 m2 terletak di Kelurahan Siantan 
Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, dengan gambar 
situasi No. 413/1977, yang tidak pernah dilakukan pencabutan atas 
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haknya. Kemudian pada tanggal 29 Maret 1997 diterbitkan lagi sertifikat-
sertifikat Hak Milik No. 2131 s/d 2172, 2191, 3418, 3419 atas nama orang 
lain (data-datanya terlampir dalam putusan) seluruhnya seluas ± 12.885 
m2, terletak di atas tanah yang sama. Dengan demikian, telah terjadi 
tumpang tindih (overlapping) atau penggandaan sertifikat terhadap 
seluruh bidang tanah yang secara yuridis bertentangan dengan Undang-
undang Peraturan Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 
24/1997 tentang Pendaftaran Tanah. 
Terjadinya overlapping sertifikat dalam perkara ini baru dapat 
diketahui dan dibuktikan dengan adanya gugatan ke Pengadilan Tata 
Usaha Negara, yaitu pada saat dilakukannya pemeriksaan persiapan oleh 
Hakim PTUN, sesuai prosedur yang telah ditentukan dalam UU No. 
5/1986. Dalam Peradilan Tata Usaha Negara sebelum dilakukan sidang 
pemeriksaan terhadap pokok Perkara, terlebih dahulu diadakan 
pemeriksaan persiapan secara tertutup oleh Hakim dan Hakim dalam 
PTUN berperan sangat aktif yaitu sejak pemeriksaan persiapan hingga 
tahap pemeriksaan pokok perkara, berbeda dengan peradilan Perdata, 
hakim bersikap pasif. 
Sesuai dengan ketentuan pasal 63 UU 5/1986 hakim wajib 
memberikan nasehat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya 
dan hakim juga dapat meminta penjelasan kepada Pejabat Tata Usaha 
Negara yang bersangkutan. 
Dalam pemeriksaan persiapan ketika Hakim meminta penjelasan 
dari Kantor Pertanahan Kota Pontianak selaku Pejabat Tata Usaha 
Negara dalam perkara ini, Kantor Pertanahan Pontianak menyerahkan 
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data-data 45 sertifikat Hak Milik yang di duga tumpang tindih / ganda 
dengan sertifikat Hak Milik No. 65 atas nama Bapak Zainal. Adapun 
kebenarannya baru dapat diketahui pada saat dilakukannya pembuktian 
dan pemeriksaan di tempat pada saat persidangan berlangsung. 
Dari hasil pemeriksaan persidangan yang berlangsung, dapat 
diketahui bahwa faktor penyebab terbitnya sertifikat ganda/overlapping 
tersebut yaitu karena adanya pemberian hak baru oleh Kantor 
Pertanahan Kota Pontianak pada tanggal 29 Maret 1997 dengan 
penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 02131 s/d No. 02172 dan No. 02191 di 
Kelurahan, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak berdasarkan 
proses Ajudikasi, yaitu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses 
pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan 
penetapan kebenaran data fisik dan yuridis mengenai satu atau beberapa 
obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya (Pasal 1 angka 
8 PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah). 
Sedangkan alasan Kantor Pertanahan Kota Pontianak menerbitkan 
45 sertifikat Hak Milik tersebut adalah untuk melaksanakan ketentuan 
PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran 
Tanah Secara Sistematik yang dilakukan pertama kali yang dilakukan 
secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang 
belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa / kelurahan 
dalam hal ini dilakukan di wilayah Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan 
Pontianak Utara Kota Pontianak. 
Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) PP 24/1997, kegiatan pendaftaran 
tanah secara sistematik dimulai dengan pembuatan peta dasar 
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pendaftaran, sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan 
bahwa di dalam wilayah yang ditetapkan untuk dilaksanakan pendaftaran 
tanah secara sistematik mungkin ada bidang tanah yang sudah terdaftar. 
Penyediaan peta dasar pendaftaran untuk pelaksanaan pendaftaran 
tanah secara sistematik tersebut selain digunakan untuk pembuatan peta 
pendaftaran dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik juga 
digunakanuntuk memetakan bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar. 
Selama era PP 10 Tahun 1961 pengukuran dan pemetaan dari 
suatu desa secara lengkap belum pernah ada, sungguhpun sudah 
diperintahkan dalam Pasal 3 PP 10 Tahun 1961, sehingga sertifikatnya 
disebut sertifikat sementara karena belum diukur desa demi desa, dan 
berdasarkan Pasal 17 PP 10 Tahun 1961 ini sertifikat sementara 
mempunyai fungsi sebagai sertifikat dan mempunyai kekuatan sebagai 
sertifikat. Dengan demikian maka jelaslah bahwa dengan adanya Buku 
Tanah Hak Milik Nomor 65 atas nama Zainal tersebut bidang tanah 
seluas ± 12.885 m2 terletak di Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan 
Pontianak, Kota Pontianak merupakan bidang tanah yang sudah terdaftar. 
Dalam hal ini tampak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh 
Panitia Ajudikasi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk 
memetakan Hak Milik Nomor 65 atas nama  ZAINAL tersebut. Selain itu 
berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 1907/1997 yang 
dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontanak tanggal 28 Agustus 
1997, Kantor Pertanahan Kota Pontianak mengakui adanya warkah yang 
memuat data yuridis sertifikat Hak Milik No. 65 tersebut, dengan demikian 
jelaslah bahwa terdapat pelanggaran terhadap tugas dan wewenang 
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Panitia Ajudikasi, dalam proses penerbitan sertifikat-sertifikat Hak Milik 
No. 02131 s/d 02172, dan 02191, yaitu ketidakcermatan dan 
ketidaktelitiannya dalam memeriksa dan meneliti data-data fisik dan data 
yuridis baik secara langsung di lapangan maupun dalam hal penyelidikan 
riwayat tanah dan penilaian kebenaran alat bukti pemilikan atau 
penguasaan tanah melalui pengecekan warkah yang ada di Kantor 
Pertanahan Kota Pontianak. 
 
 
C.  Analisa terhadap akibat hukum terhadap pembatalan sertifikat tanah oleh 
Pengadilan Tata Usaha Negara. (Pertimbangan Hukum Hakim dalam 
Putusan Nomor No. 20/G/2011/PTUN-PTK  Berdasarkan Peraturan yang 
berlaku). 
Pertimbangan Hukum Menurut Ketentuan Hukum Agraria 
Dalam perkara ini, berdasarkan bukti berupa fotocopy sertifikat Hak Milik 
No. 65 atas nama ZAINAL yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota 
Pontianak pada tanggal 3 September 1977 dan terhadap sertifikat tersebut 
hingga diterbitkannya sertifikat Hak Milik No. 02131 s/d 02172, dan 02191 
tanggal 29 Maret 1997 tidak pernah dilakukan penghapusan Hak Milik No. 65 
sehingga secara hukum sertifikat Hak milik No. 65 masih berlaku sampai saat 
ini. 
Proses penerbitan sertifikat Hak Milik No. 02131 s/d 02172, dan 02191 
tersebut didasarkan pada pemberian hak melalui proses ajudikasi dengan 
pendaftaran pertama kali secara sistematik berdasarkan ketentuan Pasal 1 
angka 8 PP No. 24 Tahun 1997, dalam perkara ini Hakim lebih 
mempertimbangkan kenyataan terbitnya sertifikat Hak Milik No. 02131 s/d 
02172, dan 02191 tanggal 29 Maret 1997 sedangkan PP 24 Tahun 1997 
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diundangkan pada tanggal 8 Juli 1997 dan baru berlaku pada tanggal 8 
Oktober 1997, (Pasal 66 PP 24 tahun 1997), dengan demikian lebih dahulu 
terbit sertifikat dibandingkan peraturan dasarnya dan PP 24 Tahun 1997 tidak 
berlaku surut. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 9 PP No. 24 tahun 1997 
pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang 
dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan 
PP No. 10 tahun 1961, dengan demikian Tergugat telah melanggar asas 
kecermatan dalam penerbitan sertifikat Hak Milik No. 65 yang menurut logika 
hukum data-datanya sudah terdaftar atau tercatat di Kantor Pertanahan 
Pontianak, dengan demikian telah terjadi pelanggaran terhadap asas 
kepastian hukum. 
Terhadap pertimbangan Hakim tersebut penulis berpendapat bahwa 
dengan melihat tanggal terbitnya sertifikat Hak Milik No. 02131 s/d 02172, dan 
02191 tanggal 29 Maret 1997, dengan demikian dasar hukum yang digunakan 
dalam proses penerbitan sertifikat tersebut adalah ketentuan PP 10 tahun 
1961. 
Dengan melihat bukti sertifikat Hak Milik No. 65 atas nama ZAINAL, 
apabila yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat Hak Milik No. 02131 s/d 
02172, dan 02191 adalah PP 24 Tahun 1997. Dalam penjelasan Pasal 15 ayat 
(1) mengenai pembuatan peta dasar pendaftaran untuk memulai pendaftaran 
secara sistematik, disebutkan bahwa penyediaan peta dasar tersebut tidak 
hanya untuk pelaksanaan pendaftaran secara sistematik, namun juga 
digunakan untuk memetakan bidang-bidang tanah yang telah terdaftar, dengan 
demikian jelaslah bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap asas kepastian 
hokum dalam proses pendaftaran tanah tersebut. 
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Pertimbangan Hukum Menurut Ketentuan Hukum Tata Usaha Negara 
Dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa baik dalam 
posita maupun petitum gugatan Penggugat tidak mempersoalkan masalah 
kepemilikan tanah, tetapi mengenai penerbitan sertifikatsertifikat Hak Milik No. 
02131 s/d 02172, 02191, 03418, 03419 yang diterbitkan tumpang tindih 
(overlapping) dengan sertifikat Hak Milik No. 65 atas nama Penggugat, selain 
itu petitum gugatan dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan 
sertifikat-sertifikat Hak Milik No. 02131 s/d 02172, 02191, 03418, dan 03419, 
dan ini merupakan karakteristik dari Hukum Tata Usaha Negara. 
Maka pertimbangan hukum majelis Hakim terhadap eksepsi (jawaban) 
Tergugat dan replik Penggugat tentang kewenangan absolut Pengadilan Tata 
Usaha Negara untuk memeriksa perkara ini telah sesuai dengan ketentuan 
Pasal 1 angka 3 UU 5/1986, oleh karenanya PTUN Pontianak berwenang 
untuk mengadili perkara ini. 
Terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan lewat waktu 90 hari 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU 5/1986, karena tindakan Tergugat 
dalam menerbitkan 45 sertifikat hak atas tanah tersebut telah memenuhi Azas 
Publisitas dengan mengumumkan selama 30 hari di Kantor Kelurahan Siantan 
Hulu dan Base Camp Tim Ajudikasi yang kemudian ditetapkan dalam Berita 
Acara tanggal 10 Maret 1997, dalam hal ini Majelis Hakim tidak menerapkan 
asas publisitas, karena Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju oleh 
KTUN (yaitu sertifikat HM No. 02131 s/d 02172, sertifikat HM 02191, 03418, 
dan 03419, sehingga perhitungan tenggang waktu tidak didasarkan pada Pasal 
55 UU 5/1986 namun didasarkan pada SEMA No. 2/1991 yaitu dihitung secara 
Kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN dan 
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mengetahui adanya keputusan tersebut, dalam perkara ini penggugat baru 
mengetahui secara yuridis formal keberadaan 45 sertifikat tersebut pada saat 
berlangsungnya persidangan perkara ini, yaitu saat dilakukannya pemeriksaan 
persiapan oleh Majelis Hakim. 
Mengenai ketentuan lampaunya waktu ini, sekilas tampak adanya tumpang 
tindih peraturan dalam ketentuan lampaunya waktu, yaitu penentuan lampau 
waktu untuk menggugat berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 UU 5/1986 
dengan ketentuan lampau waktu untuk menggugat dalam Pasal 32 angka 2 PP 
24/1997. Dalam Pasal 55 UU 5/1986 mengenai tenggang waktu untuk 
menggugat adalah 90 hari terhitung saat diterima atau diumumkan keputusan 
badan atau pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan ketentuan lampau waktu 
dalam Pasal 32 angka 2 PP 24/1997 penentuan lampau waktu 5 tahun hak 
untuk menggugat dan perhitungan lampau waktu dimulai sejak sertifikat 
diterbitkan. Namun apabila dikaji lebih mendalam, menurut pendapat penulis 
permasalahan lampau waktu ini merupakan permasalahan teknis yustisial yang 
baru dapat ditetapkan atau diputus setelah memeriksa pokok perkara, 
khususnya pemeriksaan bukti sertifikat tanah yang bersangkutan, sekalipun 
permasalahan lampau waktu seringkali mencuat melalui media eksepsi 
mengenai kewenangan dari segi waktu, namun materi eksepsi demikian 
berbeda dengan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi). 
Eksepsi tidak berwenang dari segi waktu adalah eksepsi mengenai tidak 
berwenang menggugat, telah menyentuh pokok perkara dan harus diputus 
bersama-sama dengan pokok perkara, namun eksepsi mengenai kewenangan 
mengadili harus diputus lebih dahulu terlepas dari pokok perkara. 
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Hakim PTUN pada waktu menilai apakah keputusan TUN yang 
disengeketakan itu bersifat melawan hukum atau tidak didasarkan juga pada 
pengujian terhadap fakta-fakta hukum yang diperolehnya dari dalil-dalil 
gugatan, bantahan, bukti-bukti serta hasil pemeriksaan setempat. Dalam 
perkara ini Hakim menemukan fakta hukum bahwa di atas lokasi tanah 
sertifikat Hak Milik No. 65 telah diterbitkan sertifikat Hak Milik No. 02131 s/d 
02172, dan 02191 dan terhadap sertifikat Hak Milik No. 65 atas nama ZAINAL 
masih berlaku sampai saat ini, sehingga di atas lokasi tanah yang sama telah 
terbit lebih dari satu sertifikat, dengan demikian jelaslah bahwa Kantor 
Pertanahan Kota Pontianak dalam melakukan penerbitan sertifikat telah 
melanggar Azas Kepastian Hukum, sehingga terbukti secara sah sertifikat 
Hak Milik No. 02131 s/d 02172, dan 02191 mengandung cacat hukum, yaitu 
diterbitkan dengan melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik terutama 
asas kecermatan dan asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam 
ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a UU No. 5/1986. 
Penulis sependapat dengan pertimbangan hokum hakim di atas, mengenai 
pelanggaran terhadap asas kecermatan formal ini seharusnya pada saat akan 
menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 02131 s/d 02172 dan 02191, Kantor 
Pertanahan Kota Pontianak melalui Panitia Ajudikasi hendaknya harus sudah 
memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan 
maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak 
ketiga, dalam hal ini termasuk pula kepentingan pihak yang secara tidak 
langsung dituju akibat dari penerbitan sertifikat tersebut 
Pendapat Penulis Terhadap Perkara Nomor : No. 20/G/2011/PTUN-PTK 
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Pihak-pihak yang berperkara dalam peradilan Tata Usaha Negara, 
selanjutnya disebut PTUN, terdiri dari pihak penggugat dan pihak tergugat. 
Para pihak yang bersengketa tersebut masing-masing dapat didampingi atau 
diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasa, pemberian kuasa ini dapat 
dilakukan dengan surat kuasa khusus atau dapat dilakukan secara lisan 
dipersidangan. Pemberian kuasa khusus ini diatur dalam pasal 127 HIR dan 
pasal 147 Rbg, menurut ketentuan pasal tersebut pihak-pihak yang berperkara 
dapat mengusahakan perkaranya kepada orang lain dengan menggunakan 
surat kuasa khusus (bijzoondere schriftelijke machtrging). 
Berdasarkan ketentuan dari Pasal 53 UU 5/1986 dapat disimpulkan 
bahwa Penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah individu atau 
badan hukum perdata yang merasa dirugikan kepentingannya karena 
keputusan yang diterbitkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara, 
selanjutnya disebut PTUN untuk membatalkan keputusan tersebut dan dapat 
meminta ganti kerugian. Dengan demikian subyek hukum dalam posisi sebagai 
penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara ada 2 (dua), yaitu individu 
(orang) dan badan hukum perdata. Dalam perkara ini penggugat adalah 
perorangan, yaitu  ZAINAL yang diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu TATANG 
SURYADI, S.H,, melalui surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2011. 
Karena merasa kepentingannya dirugikan, Penggugat mengajukan 
gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 5 UU 
No.5/1986 yang menyatakan bahwa gugatan adalah permohonan yang berisi 
tuntutan terhadap badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke 
pengadilan untuk mendapat putusan. 
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Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 6 UU 5/1986, yang dapat bertindak 
sebagai tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah Badan atau 
Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan 
wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat 
oleh orang atau badan hukum perdata. Dalam perkara ini tergugat adalah 
Kantor Pertanahan Kota Pontianak selaku lembaga pemerintah non 
departemen yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung 
kepada presiden untuk melaksanakan tugas pemerintah dibidang pertanahan 
secara nasional, regional dan sektoral yang salah satunya menyelenggarakan 
fungsi pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian 
hukum (Pasal 2 jo Pasal 3 Kepres No. 26 Tahun 1988 tentang BPN jo Perpres 
No. 10 Tahun 2006 tentang BPN RI). Dalam Peradilan Tata Usaha Negara 
dikenal adanya 5 (lima) macam alat bukti yang dapat diajukan dalam 
persidangan, yaitu surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, 
pengakuan para pihak dan pengetahuan hakim (Pasal 100 ayat (1) UU 
5/1986). Dalam perkara ini Penggugat mengajukan 2 (dua) macam alat bukti 
yaitu bukti surat dan bukti saksi, sedangkan Tergugat hanya mengajukan satu 
macam alat bukti yaitu bukti surat. Bukti surat yang diajukan oleh Penggugat 
dalam perkara ini antara lain berupa foto copy sertifikat Hak Milik No. 65, 
sedangkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini antara 
lain berupa foto copy buku tanah Hak Milik No. 02131 s/d 02172, 02191, 03418 
dan 03419. 
Apabila dipandang perlu, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat 
memerintahkan untuk dilaksanakan pemeriksaan di tempat untuk meninjau 
tanah yang menjadi obyek sengketa.  dalam perkara ini pada tanggal 29 Mei 
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2011 telah dilakukan pemeriksaan di tempat yaitu di Kelurahan Siantan Hulu, 
Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak yang dihadiri oleh Kuasa 
Penggugat dan Kuasa Tergugat juga penjaga tanah di lokasi yaitu Bapak 
KARMIN. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 
serta penjelasan dalam pasal-pasal tersebut, sertifikat tanah diterbitkan untuk 
pemegang hak agar pemegang hak dengan mudah membuktikan haknya. 
Sebagai tanda bukti hak, pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 mempertegas sosok 
sertifikat belaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Alat pembuktian mengenai 
data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan 
data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku 
tanah yang bersangkutan. 
Data fisik terdiri dari data letak, luas, batas-batas, keterangan fisik tentang 
tanah dan beban (bangunan dan atau tanaman) yang ada di atas tanah. 
Sedangkan data yuridis mengenai jenis hak dan mengenai siapa pemegang 
hak (perorangan, badan hukum) atas tanah. Data fisik dan data yuridis dalam 
buku tanah diuraikan dalam bentuk daftar (Pasal 1 angka 19 PP 24 Tahun 
1997), sedangkan data fisik dalam surat ukur disajikan dalam Peta dan uraian 
(pasal 17 PP No. 24 Tahun 1997). Sertifikat tanah yang belum dilengkapi 
dengan surat ukur disebut sertifikat sementara. Fungsi gambar situasi yang 
ada pada sertifikat sementara terbatas pada penunjukan obyek hak yang 
didaftar, bukan bukti data fisik. Penjelasan umum PP 24 Tahun 1997 
menegaskan pula dalam sistem publikasi negatif yang dianut, sertifikat tanah 
sebagai tanda bukti hak berlaku sebagai alat bukti dengan ketentuan 
pembuktian kuat. Selama belum dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data 
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yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat tanah harus diterima sebagai data 
yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa 
di pengadilan. Kekuatan pembuktian demikian sebenarnya sama dengan 
kekuatan pembuktian akta otentik pada umumnya, perbedaannya, pada 
sertifikat tanah masih terdapat klausula sepanjang data fisik dan data yuridis 
dalam salinan buku tanah dan surat ukur sesuai dengan apa yang tercantum 
dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. 
Kekuatan pembuktian yang kuat ini tidak berarti mutlak dan bukan satu-
satunya alat bukti hak. Kebenaran data yang tersaji di dalam sertifikat tanah 
tidak terjamin secara mutlak. Sisi lemah sistem publikasi negatif ini 
memungkinkan pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam 
sertifikat tanah akan menghadapi gugatan pihak lain yang merasa mempunyai 
tanah yang berkaitan dengan sertifikat itu. 
Pasal 1 angka 3 UU No. 5/1986 menyebutkan bahwa Keputusan Tata 
Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan 
atau Pejabat tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha 
Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 
bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hokum bagi 
seseorang atau badan hukum perdata. 
Dikaji dari elemen-elemen Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) 
berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 5/1986 dan dari segi muatan 
(isi), pejabat yang mengeluarkan, maksud dan tujuan kepada siapa ditujukan 
serta apa yang ditetapkan di dalamnya, maka menurut pendapat penulis 
sertifikat tanah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Sertifikat 
tanah dikeluarkan oleh Pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional 
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selaku Badan Tata Usaha Negara, ditujukan kepada seseorang atau badan 
hukum (konkret, individual) yang menimbulkan akibat hukum pemilikan atas 
sebidang tanah yang tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dari instansi 
atasan atau instansi lain (final). 
Dengan demikian sertifikat tanah memiliki sisi ganda, yaitu pada satu sisi 
sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan pada sisi lain sebagai 
tanda bukti hak keperdataan (kepemilikan) seseorang atau badan hukum atas 
tanah, sehingga apabila terjadi sengketa mengenai sertifikat 
ganda/overlapping, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui dua jalur 
peradilan, yaitu mengenai masalah penerbitan sertifikat sebagai produk BPN 
dapat dimohonkan pembatalannya melalui PTUN, sedangkan mengenai 
masalah sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan seseorang/badan hokum 
atas tanah dapat dimohonkan sah atau tidaknya bukti kepemilikan tersebut 
melalui Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang 
menyebutkan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, 
mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa 
hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 
mengadilinya. 
Dengan dikabulkannya permohonan pembatalan sertifikat-sertifikat Hak 
Milik Nomor 02131 s/d 02172 dan 02191 oleh Pengadilan Tata Usaha Negara 
Semarang dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini 
pengadilan hanya berwenang menyatakan batal sertifikatsertikat tersebut, 
putusan pengadilan tersebut hanya bersifat declaratoir, yaitu putusan yang 
menentukan benar adanya suatu situasi hukum yang dinyatakan oleh 
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Penggugat, dalam perkara ini Hakim hanya berwenang menyatakan batal 
sertifikat-sertifikat Hak Milik Nomor 02131 s/d 02172 dan 02191, sedangkan 
pelaksanaan pembatalan atas sertifikat-sertifikat tersebut merupakan 
kewenangan dari Badan Pertanahan Nasional. Dalam perkara ini, untuk 
pelaksanaan pembatalan sertifikat-sertifikat tersebut, penggugat yaitu Bapak 
Zainal harus mengajukan permohonan pembatalan hak atas tanah 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 
tersebut kepada Kantor Pertanahan Kota Pontianak sesuai dengan prosedur 
dan tata cara pembatalan hak atas tanah seperti yang tercantum dalam 
ketentuan Pasal 124 ayat (2) PMNA/KBPN 9/1999. 
 
 
Kesimpulan 
1. Objek sengketa Tanah dengan terbitnya sertifikat ganda/overlapping 
merupakan alat bukti yang kuat dalam perkara tata usaha negara di PTUN 
Pontianak No. 20/G/2011/PTUN-PTK yaitu karena adanya pemberian hak baru 
oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak dengan melalui penyelenggaraan 
pendaftaran tanah secara sistematik yang dilaksanakan oleh Panitia Ajudikasi, 
yang dalam pelaksanaannya didapati adanya pelanggaran terhadap tugas dan 
wewenang Panitia Ajudikasi, dalam proses penerbitan sertifikat-sertifikat Hak 
Milik No. 02131 s/d 02172, dan 02191, yaitu ketidakcermatan dan 
ketidaktelitiannya dalam memeriksa dan meneliti data-data fisik dan data yuridis 
baik secara langsung di lapangan maupun dalam hal penyelidikan riwayat tanah 
dan penilaian kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah melalui 
pengecekan warkah yang ada di Kantor Pertanahan Kota Pontianak. 
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2. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam 
menyelesaikan sengketa sertifikat ganda (overlapping) ini sudah sesuai dengan 
peraturan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan ketentuan hukum Agraria, 
penerbitan sertifikat-sertifikat Hak Milik No. 02131 s/d 02172, dan 02191 secara 
yuridis tidak menjamin adanya kepastian hukum, hal ini bertentangan dengan 
tujuan diadakannya pendaftaran tanah menurut UUPA dan PP 24/1997, 
sedangkan berdasarkan ketentuan hukum Tata Usaha Negara bahwa sertifikat 
Hak Hak Milik No. 02131 s/d 02172, dan 02191 yang merupakan Keputusan Tata 
Usaha Negara, (Badan Pertanahan Nasional) adalah cacat hukum, karena 
diterbitkan bertentangan dengan asas umum pemerintahan yanga baik yaitu asas 
kecermatan dan asas kepastian hukum (Pasal 53 ayat (2) huruf a UU No. 
5/1986) 
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